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: WALIKOTA PADAN(_:

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota

Pavang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi

Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian-

Tugas Pokok Sub Bagian Sekretariat Daerah.

10.

Undang-undanj Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun:1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah .dengan. ..

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarar Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan iembaran Negara Nomor 3848);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi secbagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); o "

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindayan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran |

Megara Nomor 4263);

. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk
Nomor 17 Tahun 2003 ;

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
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11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewe-
nangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Fembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapken : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS
PGKOK SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM®

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang c;imaksud dengan ;
1. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Padang;
3. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Padang;
4. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat MDaerah Kota
Padang; | :

5. Kenala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah
Kota Padang;

6. APRD adalah Anggaran Pindapatan Belanja Daerah Kota Padang.

- BABII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah:
2. Asisten Tata Praja, membawahi :
a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari -
1) Sub Bagian Administtasi Pemerintahan; '
Z) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
. 3) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah.
b.  Bagian Hukum, terdiri dari :
1) Sub Bagian Perundang-undangan;
2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
. Bagian Pertanahan, terdiri dari
1) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
2) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah;
3) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.
d. Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri
dari : :
1) Sub Bagian Bina Perinberdayaan Perempuan;
2) Sub Bagian Bina Peinuda;
3) Sub Bagian Bina Olah Raga.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi: '
a. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
1) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
2) Sub Bagian Pengendalian;
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
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4. Asisten Administrasi membawahi : ! '
a. Bagian Keuangan, terdiri dari

(1) Sub Bagian Administrasi Pemenntahan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. ’

(&} Sub Bawan Administrasi
penyusunain redoman dan
administr < p-merintahan.

() Uraian tugas

Bagian Perekonomian, terdiri dari -

1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;

2) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian;

3) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Dacrah.,

Bagian Bina Sosial, terdiri dari

1) Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;

2} Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
3) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama, terdiri dari : o

1) Sub Bagian Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; : . ‘
2) Sub Bagian Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal; ' ,
3) Sub Bagian Kerjasama: S e
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1) Sub Bagian Anggaran;

2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
3) Sut Bagian Perbendaharaan. o oy
Bagian Umum, terdiri dari . A f ’ |
1) Sub Bagian Rumah Tangga; ; ) o
2) Sub Bagian Umum dan Protokol;

3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Bagian Organisasi, terdiri dari

1) Sub Bagian Kelembagaan;

2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;

3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah, terdiri dari :

1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;

2) Sub Bagian Aset Daerah:;

3) Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan.

BAB III o
URAIAN TUGAS POKOK o l |

Bagian Pertama : "
Bagian Pemerintahan ‘

Paragraf 1 Y
Sub Bagian Administrasi Pemerintahan R

Pasal 3

Pemerintahan , mempunyai tugas mengumpulkan bahan, ‘
petunjuk teknis prasaiana fisik Pemerintahan Kota dan

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) : : I

adalah : L

a.
b.

o

mengumpuikan, menghimeun dan mengolah data serta informasi yang berhiubungan”
dengan bidang Administrasi Pemerintahan;

menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan peturjuk teknis
dibidang Administrasi Pemerintahan ; A

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Administrasi Pemerintahan dan menyiapkan bahan petunjuik pemecahan masalah;
menyiapkan  bahan  penyusunan | pedoman petunjuk  tekris  pembinaan
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
penyelenggaraan Administrasi Pemerintah; ‘
mengumpulkar  dan  mengolah data/laporan  yang berhubungap dengan i
penggabungan, pemekaran dan penghapusan wilayah Kecamatan dan KelQrahan;
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petunjuk teknis pembinaan éeﬂa} i |
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g. menyiapkan pahan pedoman dan peftunjuk teknis peryusunan progra’;'n pembinaan .
perubahan batas wilayah administratif dan perubahan nama pusat pemerintahan | ! |
Kecamatan dan Kelurahan; o ,

!
!

h. melakukaan pemantauan pelaksanaar; program fisik kota; C : ‘ |
i.  mengumputhan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan‘F i
Administrasi Kependudukanr dan Capil; - !
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Sub Bagian Bina Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 4

(1) Sub Bagian Bina Perangkat Daersh Kecamatan dan Kelurahan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas
menyiapkan petunjuk teknmiz pembinaan dan pengembangan perangkat daerah
Kecamatan dan Kelurahan. i

(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Perangkat Daerah Kecamatar dan Kelurahan sebagaimana L
dimaksud ayat (2) adalah : S
a. menghimpun dan mempela;ari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, S l

!
!

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan qengan?
. pembinaan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; . |

& b. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informas; yang berhubungan
dengan dengan bidang pembinaan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; f

. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman petunjuk teknis di bidang
pembinaan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;

d. menginventarisasi pennasalahan—perrpasalahan yang berhubungan dengan bidang
pembinaan Peranckat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah; ' 5

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalaro rangka... . - ..

-~ pembinaan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kalurahan; ,
= f. menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan,
pengangkatan, dan pemberhatian Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; _
g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas .
Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; - -
h. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan penyelenggaraan tugas b
Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; A
. i. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas Perangkat ?aeraq‘ g |
[ Kecamatan dan Kelurahan; N ol
N ‘3. meliaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. : ,;
el
Paragraf 3 o
Sub Bagian Bina Otonomi Daerah ) i‘
]
Pasal 5 : (l
! s
(1) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang berada : '
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. e e —d
(2) Sub Bagian Bina Otonomi Dazrah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan }
petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah. 1
(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : b
a. menghimpun data dan bahan yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan | H
Otonomi Daerah; ~ | \
b. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pembinaan penyelenggaraan Otonomi { f |
Daerah; -

¥

c. menytapkan pedoman tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan |
Otorom Naerah;
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. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam peiaksanaan kegiatan; .
. melakukan koorainasi kewenangan dan pelaksanaan Otonomi Daerah; :

b

Bagian Kedua
Bagian Hukum

Paragraf 1
Sub Bagian Perundang-undangan

Pasal 6

; :
(1) Sub Bagian Perundang-undangan dipimjpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertangguing jawab kepada Kepala Bagian. :

(2) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan
rancangan  peraturan  Perundang-undangan  menelaali dan  mengevaluasi
pelaksanaannya.

(3) Uraian, tugas Sut Bagian Perundang-undzngan sebagaimania dimaksud ayat/(2) adalah:
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan’
teknis, pedoinan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan; j

(1)
(2)

a.

Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada .

dengan peraturan perundang-undangap;

. mencari dan mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan dengan bidang peraturian perundang-undangan;

. menyiapkan hahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis

dibtdang peraturan perundang-undangan;

. menginventarisasi perroasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang

peraturan perundang-undangan dan menyiapkar bahan petunjuk pemecahan
masalah;

. menyiapkan Rancengan Produk hukum Pemerintah Daerah yang terdiri gari

Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Keputusan Bersama Walikota, Suvat
Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan bidang,

tugasnya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berhuburgandehgan‘ ‘

tugas Pemerintah Daerah;

. mempelajari pedoman dan petunjuk dibidang penelitian, pengolahan data gkum .

dan peraturar perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemeri
Daerah; ;

. memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undanggn yang:
menyangkut tugas Pemerintah Daerahy; . Cokee v e e

melakukan penelitian dan pengkajian serta-penelaahan produk;produk hukym;
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Bantuan Hukum

Pasal 7

dibawah dan bertanggung iawab'kepada Kepala Bagian.
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mergumpulkan bahan dalam
penyelesaian masalah hukum dan pelayanan Bantuan Hukurn.

5
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menyiapkan data dan bahan pembinaan petunjuk teknis sumber pendapatan daerah; !

. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah; e

. melakukan usalia-usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan LKMD,
Lembaga Keagamaan, Lembaga Perekonomian/Koperasi serta Lembaga Sosial lainnya
Kecamatan dan Kelurahan;
menyiapkan bahan penyusunan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah
berdasarkan hasil kerja yang dicapai; ‘ ‘
menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan Kepala Daerah berdasarkan kegiatan °
yang ‘elah dilaksanakan; ! !

. melaksinasan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(3) Uraian tugas Sub Bagian Bantuarn Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

a. menghimpur dan menpelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan bidang Bantuan Hukum; ;

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun :dan mengolah data dan informas; vang
berhubungan dengan bidang Bantuan Hukum; }

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Bantuan Hukum; d

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ;
Bantuan Hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; A N l

e. meiakukan koordinasi dengan Unit Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan bidar@g \ l
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; o | ‘!

f. mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyaijikan data yang berhubungan / [
dengan penvelesaian sengketa pidana/perdata; | oo li l

g. menyiapkan bahan konsultasi denqgan instansi lain dalam rangka -penyeélesaian
sengketa pidana/perdata; ! | { t '

h. mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan
mempelajari Surat Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai
dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam kedinasan; |

i. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai | ‘1.
lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan; o he

). menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundang-  * !
undangan yang inenyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; ' !

k. menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk mewakili Pemerintat Daerah atau pegawai
dilingkungan Peinerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara; N

. mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; O

f
I
§
l
|

m.melaksanakan tugas lain yang diberikan o'eh atasan.

Paragl:af 3
Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Pasal 8 . ‘

(1) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan
publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur ¢
penyebaran dokumen hukum, * : ' : ‘ -
(3) Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: = '
a. menghimpun dan mempelajari peraturaﬂl perundang-undangan,kebijaksanaan teknis, ; o
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan. ' ||
bidang Dokumentasi Hukum; . ’{
b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang 3
|
|

berhubungan dengan bidang Dokumente_‘si Hukum; ;

Cc. menyiapkan bahan penyusuiian kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Dokumen Hukum;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Dokumen Hukum dan rnenyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; |

e. melakukan koordinasi dergan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaks,anaan tugas; AR

f. melakukan pencatatatar, termasuk sitatistik dan kartotik di bidang pe_riatn.;lran s

'
'
i

N 1
PR
' 1

S,
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'

perundang-undanrgan; . ‘ - A SR
g. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan Dokumentasi® |
Hukum; ’, S |
h. menyia’pkan bahan calain rangka pembinaan dan pengembangan Sistim Jaringan -
Dokumen dan Informasi i{ukiim; S T

. !

T i g

i. menyiapkan bahan dalam rangka rnengundangkan Peraturan Daerah dalam Lgmbgran PR 4
i

i

A

1

&

Daerah; ‘ | o
j. mengumgpulkan/menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum vyang
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~ (2)Sub Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan .

berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
k. menyiapkan procuk-produk hukum untuk dipublikasikan; :
l. menyiapkan bahan dalam rangka menyebarkan segala peraturan perundang-

undangan menyangkut tugas Pemerintah Daerah; o ! H
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. . k

Bagian Ketiga
Bagian Pertanahan

Paragraf 1 -
Sub Bagian Administrasi Pertanahan

PasaiIQ . - e e

.

‘m.iv..

(1) Sub Bagiar A ministrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang '
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. !

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan
kota dan pembinaan administrasi pertanahan.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pertanahan sebagaimapa dimaksuc ayat (2)

adalah:

a. mencari, rnengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan bidang Administrasi; Pertahanan; '

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaljsanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Administrasi Pertanahan;

C. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Administrasi pertahanan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; : ;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis nembinaan
penyelenggaraan pemerintahan kota; { ]

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta
penyelenggaraan Administrasi Pertahanan; ) T

f. melaksanakan tugas lain yanqg diberikan c!eh atasan.

[N DN S

Sub Bagian Ganti Rugi Tanah o o

|
Paragraf 2 ‘ ’g
l

Pasal 10 . | ul

{1) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

1

dibawah dar. bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. S

(2) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah mempunya tugas dalam mengumputkan dan mengolash = | | ‘ :

data, bahan dan informasi dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian ! | I
masalah pertahanan. : |

(3) Uraian tugas Sub Bagian Ganti Rugi Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : ﬁ ! ;

a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan g

petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan ganti rugi tanah; , .

b. menyiapkan dan menghimpun data, bahan informasi dalam rangka penyelenggaraan |

ganti rugi tanah; '

C. menyiapkan dain mengolah data, bahan dan informasi yang berkaitan -dengan « -« -~ ~=

pelaksanaan ganti rugi tanah; :

d. mengumpulkan dan menyimpan bahan dan Jdata hasil pelaksanaan penyelesaian ganti

rugl; ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. : v

gt &

i e — = -

Paragraf 3
Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan
Pasalill

(1) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

7
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(2) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan mem

‘ punyai tugas mengumpulkan,
mengolah data, bahan dan irformasi dallam Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyelesaian masalah pertanahan.

(3) Uraian tugas Sub bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagaimana dirmnaksud ayat
(2) adalah :

a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelesaian masalah
pertanahan; ' .

b. menghimpun dan mengolah data, bahan dan informasi yang berkaitan - dengan
penyelesaian masalah pertanahan: ' :

[ . ' i
C. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyelesaian mﬁ‘salap j
pertanahan; ‘ o

d. melakukan inventarisasi dan klarifikasi permasalahan dibidang penyelesaian masalah !
pertanahan: B

melakukan penerapan dar. penyelesaian permaslahan tanah ulayat;

melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan-oleh atasan.
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‘ Bagian Keempat ,
Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Sub Bagian Bina Pemberdayaan Perempuan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, o
(2) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dalam menryiapkan bahan

- pembinaan dan peiunjuk teknis yang meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan
Usia Lanjut (Lansia) serta Kesejahteran Perlindungan Anak (KPA).

- (3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud ayét (2)

adzatah :

a. meng.arapukan data dan  bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan

pember iy 1an perempuan dan usia lanjut (lansia) serta Kesejahteraan Perlindungan
Anak (KPA)

b. menyiapkan  bahan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan perempuan dan
organisasi wanita, lansia seita Kesejahteraan Perlindungan Anak (KFA);

C. menyiapkan pedoman dan penyusunar program/rencana bantuan pemberdayaan

. PErempuan, organisasi wanita, lansia serta kesejahteraan perlipdungan anak;

d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi bantuan
sarana dan prasarana pemberdayaan perempuan, organisasi warita, lansia serta
kesejahteraan periindungan anak; } '

e. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan: pemberdayaan perempuan,
organisasi wanita, lansia sertz kesejahteraan perlindungan anak;

f. menganalisa permasalahan yang berhubungan’ dengan _kegiatan pembefda%an‘ :

perempuan, organisasi wanita, lansia serta kesejahteraan perlindungan anak;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalem pelaksanagn kegiatan@
pemberdayaan perempuan, organisasi w;'snita, lansia serta kesejahteraan ferlindungan |

anak;

h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesusi dengan ketentuan
yang berlaku; ]

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan sleh atasan.
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Paragraf 2
Sub Bagian Bina Pemuda

Pasal 13

(1) Sub Bagian Bina Pemuda dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Pemuda mempunyai tugas mengumpulkan, bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kegiatan pemuda dan ketenagakerjaan.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a.

(1) Sub Bagian Bina Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada ‘

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis;
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

pemuda, dan ketenagakerjaan; . .

serhubungan dengan bidang pemuda, dan ketenagakerjaan;

menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di |

bidang pemuda, dan katenagakerjaan;

. raencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang -

. meng nvenarisasi permasaishan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang .

.
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pemu-lo, (0 ketenagakerjoan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

tugasnya delam rangka kelencaran pelaksanaan tugas;

. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang

menyiapkan banan penyusunan rencana dalam rangka usaha pembinaan kepemudaan, .

dan ketenagakerjaan;

pengembangan kegiatan kepemudaan, sarana serta lembaga keolahragaan;

. menyiapkan bahan dalarn rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan

. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedomanan dan petunjuk

teknispembinaan dibidang kepemudaa? dan pencegahan kenakalan anak-anak dan ;

remaja serta bahaya narkotika;

menyiapkan bahan dalam rangka p;enyusunar'\ rentana danprogram pembinaan -

keahlian serta kejuaran tenaga kerja;

melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka penggunaan pemanfaatan ténagd
kerja serta perfuasan lapangan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yana berlaku; i /

bantuan terhadap wusaha-usaha masyarakat di bidang kepemudaan,
ketenagakerjaan; ,
melaksanakan tugas lair: yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 3
5ub Bagian Bina Olahraga
Pasal 14

dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala bagian.

(2) Sub bagian Bina Olahraga mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman

dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kegiatan Olahraga.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2} adalah : .

a.

menghimpun dan mempeiajari_peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, .

keolahragaan;

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dgngan; T
| ! i

. mencar, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi

berhubungan dengan bidang olahraga;

menyiapkan hahan penyusunan kebijaksanan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

olahraga;
olahraga s2rta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

tugasnya dalam rangka kelancaran nelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dalam rangka usaha pembinaan olahraga; ‘ |

{9

. menyiapkan bahan daiam rangka peényusunan rencana dan progras(n pemberian

yang )’ ‘{

. menginventarisasi permasalahan-parmasalahan yang berhubungan dengan bidang

|
. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan bidang. 3 ! l
l
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g. menviapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan
pengembangan kegiatan sarana serta lembaga keolahragaan;
h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bagian Pembangunan

Paragraf 1
Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

. Pasal 15

(1) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub |

Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan administrasi pembangunan dzn mengkoordinasikan penyusunan program
pembangunan dengan Unit Kerja dan Instansi terkait.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud
ayat (2) adalah :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk tekiis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan -

administrasi pembangunan;

b. mengumpulkan, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
administrasi pembangunan;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang administrasi pembangunan;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan admumstrasv

pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
e. melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan Unit Kerja ‘dan
Instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi; |
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. ‘

Paragraf 2
Sub Bagian Pengendalian

Pasal 16

(1) Sub Bagian Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertananurg jawab kepada Kepala Bagian.
() Sub Bagian Ve :gendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dain pengendaliannya.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Pengendalian sebagaiman dimaksud ayat (2) adalah :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis,
nedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pengendalian pembangunan;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubunganfl

dengan bidang nengendalian pembangunan;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaar, pedoman dan petuinjuk tekmq di
bidang pengendalian pembangunan; i

d. menginvestarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
pengendalian pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. melakukan kooidinasi dengan Unit Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan bidang \

tugasnya dalam rangka kelancaran pelakjsanaan tugas;
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoinan dan petunjuk teknis pemlunaanj dan
pengendalian peleksanan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APED, dan dana
. pembangunan daerah lainnva;
g. mengumpulkan dan mengevaluasi pelak.anan pembangunan Daerah;
h. melakukan pamiantauan terhadzap pelaksanan program pembangunan Daerah;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

si dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) édalah:
a. menghimpun dan mempelajari peraturan: perund

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lai
evaluasi dan pelaporan;

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan men
berhubungan dengan evaluasi dan peiaporan;

C. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan,
bicang evaluasi dan pelapcran;

d. menginvestarisag permasalahan-permasalahan

esatuass dan felaporan, dan rmenyiapkan bslahan petunjuk pemacahan masalah;

e melakukw kiordinasi dengan tinit Kerja dan Instansi terkait sesuai oengan bidang
tugasny:: ¢k rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengumqiiba  datg dan menqgevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;

9. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasit nelaksanaan APBD, dan
bantuan pembangunan Daerah lainnya; ‘

h. mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksanaan program
pembangunan Daerah; ‘

i. menyiapkan bahan dalam rangka koordinas; - terhadap kegiatan evaluasi dan
penyusunan faporan program pembangunan Daerah; . :

J. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan keterangar, pertanggung jawaban
Walikota secara berkala maupun memori mq'rnjelang masa akhir jabatan;

k. menyiapkan bahan dalam rangka menyelenggarakan ekspose visualisasi hasjl
pembangunan Daerah; : g

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

pedoman dan petunjuk teknis di

!
Bagian Kee.&!am (
Bagian Perskonomian

Paragraf 1
Sub Bagian Bina Produksi Daerah

Pasal 18

(1) Sub Bagian Bina Produksi Daerzh dipimpin ofeh Seorang Kepala Sub Bagian yYang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

4 [4

- industri, kepariwisataan, perdagangan, dan pertémba_mgan‘ serta erergi. A

(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Produksi Daerah sebagaimana di

A. menghimpun, mempelajari  peraturan peérundang-urdangan, kebijakan teknis,
pedoman petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi
pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan,
perdagangan, pertambangan, dan energi;

b. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan
produksi pertaman, neternakan, perikanan, perkebunan, industyi, kepariwisataan,
perdagangan, pertambangan, dan energi; _

€. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan produksi pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdaganagn,
pertambangan, d«n energi dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

11
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d. menyiapkan bahan penyusinan kehijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis,-

rekomendasi, pembinaan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan,
industn, kepariwisataan, perdagangan, pertambangan, dan energi;

e. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan Instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan masalah produksi Fertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan, industri, kepariwisataan, perdagangan, partambangan can energi; ]

bala)

pertimbangan, dan energi; !

9. melakukan usulan kegiatan calam rangka peningkatan produksi pertanian, peternékan,

perikanan, perkebunan, industri, kepariwicataan, perdagangan, pertambangan, dan
energi, o *

h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha
peningkatan produksi daerah;

i. memantau dan mengevaluasi perkembangan produksi pertanian, peternakan,.
perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan, pertambangan dan
energi, ;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian

Pasal 19

(1) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Ke‘pala‘
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkari A

bahan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hidang sarana dan

prasarana perekonomian serta administrasi: perizinan. '

(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian sebagaimana dimaksud
ayat (2) adalah : '

a. menghimpun den mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan
pidang sarana Jdan prasarana perekonomian; o

b. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengen bidang
sarana dan prasarana perekonomian daerah;

c. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana

- perekonomian dan menyizpkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan penytsunan kebijaksanaan. pedoman dan petunjuk teknis,

rekomendasi pembinaan dibidang sarana dan prasarana perekonomian; -
e. melakukan pengelolaan perizinan dibidapg sarana dan prasarana perekonomian;
melaksanakan tugas lain yang diberikan olen atasan.

b

: Paragraf 3
Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah

Pasal 20

(1) Sub Bagian Ketahanan Ekononii Daerah dipimpin oleh seorang «epala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan_dan
menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang ketahanan ekonomi

daerah meliputi Koperasi dan Pengusaha|Kecil Menengah, BUMN, BUMD, Tenaga Kerja, -

Lingkungan Hidup dan Lembaga Perekonomian Lainnya.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
adalah :
a. menghimpun dan mempelajari peratyran perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta batian lainnya yang berhubungan derigan koperasi

Sub

mengumpulkan dan mengolah data dan bahar mengenai produksi pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdaganbanpé
| .




3

i ))

Ch

dar. PKM, BUMN, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga
Perekonomian lainnya;

. mengumpulkan, dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan Koperasi dan

:’KM BUMN, BUMD, Tenaga Ker]a, ngkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian
ainnya;

menginventarisic permasalaban yang berhubungan dengan Koperasi dan PKM, BUMN,
BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian Ialnnya, dan
menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, rekomenda5|

pembinaan Koperasi dan PKM, BUMN, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hldup, dan
Lembaga Perekonomian Iamnya,

melakukan koordinasi Unit Kerja dan Instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan tuga% -

dan pemecahan masalah Koperasi dan PKM, BUMN, BUMD ,fenaga Kerija, Lingkungan

_Hidup, dan Lembaga Perekonomian lainnya;

mengumpulkan dan mengclah bahan dan data mengenai koperasi dan PKM, BUMN
BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian lainnya;

meiakukan usulan-usulan kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi
daerah;

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan usaha,

peningkatan ket ahanan ekonomi daerah;

memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan dan melaporkan pelaksanaan
program Ketahanan ckonomi Daerah;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Bagian Bina Sosial

Paragraf 1
Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan

PaSaI 21

(1) Sub Ba«.s ttna Mantal dan Keagamaan dipimpin oieh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibav/ah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan rempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang melipuli Pembinaan Mental dan
Keagamaan. :

(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) adalah ;

-
-

h.

mengumpulkan data dan bahan yang be;rkaitan dengan kegiatan pambinaan mental dan
keagamaan serta kehidupan beragama dan urusan ibadzsh haiji;

. menyiapkan hahan pembinaan dan bimbingan mental serta keagamaan;

menyiapkan pedoman dan penyusunan program dan rencana bantuan pembinaan
mental dan keagamaan;

. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bartuan dan realusa5| bantuan

sarana dan prasarana rumah ibadah c‘an pendidikan agama serta pemhnnaan mental
keagamaan lainnya;

. menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lemoaga atau organisasi keagamaan .
menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pernbinaan menta!

keagamaan dan kehidupan beragama; I
meiaksanakan koordinasi <dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan bma

mental dan keagamaan;

melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan

vang berlaku;

melaksanakan tuigas lain yang diberikan oleh atasan.
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(1) Sub Bagian Bina Kese‘ahteraan Sosial dan Penarggulangan Penyakit MaSyarakat

Paragraf 2
Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Pasal 22
|

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
mempunyar tugac menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan

yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Masyarakat, Kebersihan ngkungan,,v
Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam. '

(3) Uraian tugas Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyaknt
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :

a.

b.

C

(1) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub $ag|an’ |

rmengumpulkan data dan bahan yang herkaitan dengan kegiatan pembinaan pelayanan
bantuan dan bimbingan sosia! serta penanggulangan penyakit masyarakat;

menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan kesejahteraan rakyat serta
penanggulengan penyakit masyarakat;

menyiapkan pedoman dan penyusunan program/rencana bantuan pembinaan
kesejahleraan sosial, keschatan masyarakat, kebersihan ‘'ingkungan, penyakit
masyarakat dan korban ben:ina alam;

. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi bantuan
sarana den  prasarana ke.,ejahteradn sosial, pahlawan daerah, peningkatan

kesejahteraan sosial, bantuan dan ganti rug! korban bencana alam, pemberian

rekomendasi pelaksanaan undian dan usaha pengumpulan uang dan barang, .

peningkatan kesehaan masyarakat serta peningkatan kebersihan, keindahan dan
ketertiban (K3);

. menyiapkan pedoman petunjuk teknls pemblnaan fembaga atau organlsa51 sosial
kemasyarakatan; b

menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan pembmaan

pelayanan bantuan dan bimbingan sosial serta penanggulangan penyakit masyarakat; " |
. melaksanakan koordinanasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kesejahteraan

sosiai dan penanggulangan penyakit masyarakat;

. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
" Sub Bagian Bina Pendldlkan dan Kebudayaan

Pas»‘al 23

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan:
pembinaan dan petunjuk teknis yang meliputi Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kesenian.

(.1) Uraian tugas Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dumaksud ayat
(2) adalah :

a.

0.
c.

mengumpulkan data dan bahan yang berkaltan dengan pembinaan pendldnkan dan
kebudayaan;

menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pendidikan serta kebudayaan daerah;
menyiapkan pedoman darn penyusunan program/rencana bantuan pendidikan dan:
kebuddyi *n;

. menyiapkan peacoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi banfuan

sarana G:an prasarana pendidikan dan kebudayaan serta kesenian daerah;

. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi

pendidikan dan kebudayaan;
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f. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan pendldlkan
dan kebudayazn;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan kebudayaan;

. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data da: bahan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-

Bagian Kedelapan
Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dar; Promosi Penanaman Modal

Pasal 24

(1) Sub Bagian Perenchnaan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun
rencana kegiatan Fenanaman Modal dan mempersmpkan bahan promosi tentang peluang
investasi. !

(3) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal sebagalmana
dimaksud ayat (2) adalah :

a. mengumpulkan data dan bahan tentang potensi daerah dan kebutuhan dnbldang
investasi dan Penanaman Modal;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan analisa potensi daerah dibidang’
investasi dan Penanaman Modal dalam rangka mempersiapkan profil investasi;

¢. menyusun potensi daerah dibidang investasi dan Penanaman Modal serta profil potensi

~ sebagai bahan masikan bagi calon investor;

d. melaksanakan kegiatan promosi pelu;ang investasi baik langsiing maupun tidal?
langsung kepada calon investor dalam dan luar negeri;

e. mempersiapkan rekomendasi kepada calon investor dalam rangka pelaksanaan
Penanaman Modal dan kerjasama investasi;

f. menyebarluaskan informasi tentang peluang investasi Penanaman Modal;

g. merumuskan usulan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang
penanaman modal; '

h. penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan kota.

i. melaksanakan tugas lain yang diperikan oleh atasan. -

Paragraf 2
Sub Bagian Perizinan dan Pengendaiuan Penanarnan Modal

Pasal 25
(1) Sub Bagian Ferizinan dan Per.gendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
1Z) Sub Bagian Perizinan dan Penigendalian Penanaman Modal memnunyai tugas melakukan-—

pengendalian teihadap realisasi rencana investasi Penanaman Modal dan kerjasama -

investasi serta mempersiapkan proses perizinan yang diperiukan.,
(3) Uraian tugas Sub Bagian Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaiamana
dimaksud ayat (2) adalah :
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebuakan, peooman dan petunjuk teknis per.zman
penanarnan modal dan kerjzsama; .
- b. meneliti kelengkapan parsyaratan surat permohonan untuk mendapatkan persetuluanj
penanaman modal, serta memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam rangka
peiaksanaan penanaman modal;
¢. menyelenggarakan proses dan prosesi ’persetujuan penanaman modal; o

{
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. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal

serza mengikuti dan mengawasi aset daerah yang telah dikerjasamakan oleh penanam
medal; :

. menginventarisir permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan

penanaman modal serta mengupayakan pinyelesaiannya;

melakukan pengkajian dan penilaiar: laporan yang disampaikan oleh penanaman modal
kepada BKPM dan melakukan penelaatian serta menilai kebenaran laporan dan
mempersiapkan laporan pelaksanaan penanaman modal dan kerjasama ditinjau dari
segi kepentingan pembangunan Daerah;

. melakukan pengendalian secara sistimatika terhadap pelaksznaan Penanaman Modal
. ! .

dan kerjasama investasi yang telah disetuiui;

. mengawasi penggunaan fasilitas yang telah dimanfaatkan oleh penananian modal;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. '

1]
I

Paragraf 3
Sub» Bagian Kerjasama

Pasal 26

(1) Sub Bagian Xerjasama dinimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan koordinasi dajam rangka
pelaksanaan program kerjasarna investasi dengan swasta dan antar daerah,
Lerbaga/Organisasi dan Badan Usaha Dalam/I.uar Negeri.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a.

o

o

" (1) Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
‘ bertanggiing iawab kepada Kepala Bagian. : .

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang

kerjasama investasi dengan swasta dan antar daerah/kota, Lembaga/Organisasi dan -

Badan Usahe Dalam/Luar Neqeri;

. melakukan upaya dalam rangka kerjasama dengan swasta can antar daerah/Kota,

Lembaga/Organisasi dan Badan Usaha Dalam/Luar Negeri; |
melakukan upaya strategis dalam rangka memperiahankan kelangsungan investasi dan
kerjasama yeng saling manguntungkan;

. menyelenggarakan proses administrasi pelaksanaan kerjasama;
. menyelenggarakan proses dan prosesi kerjasama;

melacsanokan  hubungan kerjasama .dengan swasta dan antar Daerah,
Lembaga/Organisasi dan Bacan Usaha Dalam/Luar Negeri dalam hal kelangsungan
pengembangan penanaman rnodal; !

. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.

Bagian Kesembilan
Bagian Keuangan

| Parag:f'af |
Sub Bagian Anggaran

Pasal 27

(2) Sub Bagian Anggran mempunyai tugas mehgumpulkan bahan penyusunan rencanaidan
perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun
Nota Keuangar yang akan disampaikan kepada DPRD. '

(3) Uraian tugas Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
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8. mencari, mengumpulkan, menghimpur; dan mengolah - data serta infcrmasi yang

' berhubungan dengan periyusunan anggaran; b :

D. meyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapat dan |
Belanja Daerah; o

C. menyiapkan bahan panyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada DPRD; ' o
d. menyiapkan DASK anggaran yang telah dituangkan dalam APBD serta menyiapkan
Surat  Keputusan Otorisasi (SKO) baik belanja Adum maupun belanja operasional
pemeliharaan; : .
€. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk tekhnis di -
bidang penyusunan anggaran;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 28

(1) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang-
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian.
(2) Sub Bagian Pembhukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan
terhadap Pemegang Kas Dzerah. |
(3) Uraian tunas Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi sebagaimana diraksud ayat (2)
adalah : -
a. melakukan pembukuan serta rmenyiapkan penyusunan Laporan Bularan, Triwulan dan -
Perhitungan Anggaran serta mempersinpkan Nota Keuangan tentang Perhitungan
Angjaran;
b. memeriksa/meneliti realisasi anggaran baik anggaran penerimaan maupun anggaran
belanja. j
C. menyiapkar: bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang
~ pembukuan; } .
d. memelihara Liquilitas anggaran Aparatur dan Publik;
e. melaksanakan tugas Veiifikasi atas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dikirimkan
oleh para bendaharawan/pemegang kas;
f. menyiapkan Surat Pengesahan belanja Aparatur dan Publik;
g. menghimpun, mengklarifikasi dan mencatat SPMU;
h. meneliti tanda tangan, nama terang, jabatan yang mengurus dan yang menerima
uang; '
i. menghimpun dan memeriksa SPP dan SKO;
J- menegur pemegang kas/bendaharawan yang tidak melaksanakan Administrasi
. Keuangan (khusus untuk SPJ) sesuar dengan Peraturan yang berlaku serta menyiapkan. !
tugas berkaitan dengan Verifikasi, Administrasi Keuangan Daerah; | R
k. menginformasikan. tentang keadaan Kas Daerah setiap harinya kepada Kepala Daerah
dan unit kerja terkait yang memerlukan, melalui Kepala Bagian Keuangan;
l. melakukan penguijian ( Advislist ) setiap SPMU yang diuangkan;
m. menyiapkan bahan dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR); !
n. menyiapkan pencatatan yang terjadi akibat Contra Pos (CP); ‘
0. melakukan pencatatan dalam hal terjadinya Daftar.Pembukuan Administratif (DPA); -« -
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- -

Paragraf 3
Sub Bagian Perbendaharaan

Pasal 29

(13 Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
d haweh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. .

'

17

t
1
- . - - - e c e [ w o “her

P
!

i
e and




¥

)

(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala pengujian kebenaran

penagihan, penertitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), mengadakan pemeriksaan
keuangan dan membina perbendaharaan

(3) Uraian tugas Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (2)adalah: ' -

a.
b.

C.

menerbitkan SPMU, menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan :

serta menyelesaikan masalah perbendaharaan dan membina bendaharawan;

mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan bidana Perbendaharaan. '

menyapkan bahan penyusunan kebijaksgnaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang .

Perbendaha: aan;

- mement.are kartu-kartu Pegawai Neger Sipil;
. memeriksa kebenaran dari daftar-daftar gaji yang dibuat oleh pembuat daftar gaji

serta menarbitkan SPMU nya;
mengeluarkan Surat Keterar.gan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP );

- mengadakan pengujian dengan seksama terhadap semua penagihan dan SPP UUDP

pada beban sementara dan beban fetap dari bendaharawan Proyek, berdasarkan
kepada syarat-syarat yang ditentukan ;

. memberikan rekomendasi serta menyiapkan Surat Keputusar dalam rangka

pengangkatan dan pemberhentian tugas‘idan kewgzjiban bendaharawan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan pleh atasan.

Bagian Kesepuluh
Bagian Umum

Paraciraf 1 : S
Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 30

(1) Sub Bagian Rumch Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bartenggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas yang meliputi pelayanan angkutan dan
perawatan kendaraan dinas, akomodasi-dan ruangan, rumah jabatan serta memelihara
kebersihan kantor dan telekomunikasi.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

d.

b.

C.

menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan
dengan bidang Rumah Tangga;

menyiapkan bahan pernyusunan kebrjakéanaan, pedomen dan petunjuk teknis di
bidang Rumah Tangga;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 'bidang;

- Rumah Tangga dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

. mengatur dan memelihara haiaman kantéor;

. mengumpulkan, mensistematisasikan, memelihara dan menyajikan data barang bidang
rumah tangga yang meliputi jenis, sifat, harga, mutu, ukuran barang-barang.dan lain--

lain.

- mengolah data dan bahan dalam rangka menyusun kebutuhar perbekalan dan materiil

bagi rumah dinas/jabatan;
menilai mutu perlengkapar. yang diperiukan bagi rumah dinas/jabatan;

. melakukan administrasi den inventarisasi harta benda miiik Walikota dan Sekretariat

Daerah;

. mengurus dan memelihaia gedung Negara/DaeraH beserta kebersihan dan

perlangkapan yang pengelolaannya di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
mengatur dan memelihara penggunaan ruang-ruang rapat/aula/gedung dilingkungan
Sekretariat Daerah; i

menyiapkan ruangan dan akomodasi untuk rapat, upacara dan pertemuan lainnya
termasuk penerimaan tamu Negara/Daerah; : :

. mengatur, memelihara kebersihan ruangan kantor dan ruangan lainnya dilingkungan-
: S AR

Sekretariat Daerah; : E
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, m.mengatur tata tertib dan penataan parkir serta membaritu pengamanan dalam |
' penyelenggaraan rapa., upacara atau pertemuan dings lainnya;

n. melakukan inventarisasi listrik, air, telepon dan peralatan pemadam kebakaran serta
memelihara dan mengawasi perelatan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak
dilingkungan Sekretariat Daerah;

0. mengurus dan melakukan kegiatan dan keamanan ke dalam terhadap personil, matenl
dan informasi;

p. gelaklukan pengawasan atas penggunaan peralatan kantor dilingkungan Sekretariat

aerah; '

g. menampung dan mengajukan barang barang irnventaris dari Unit Kerja dalam
lingkungan Sekretariat Daerah;

r.mengatur penggunaan dan pemeliharaan seluruh kendaraan dinas, baik yang
digunakan untuk keperluon antar jemput pegawaj dan tamu maupun kendaraan
lainnya yany pemeliharaannya diserahkan kepada Bagian Umum;

s.mengurus surat-surat kendaraan dinas dan surat lainnya yang diperlukan seperti ST NK ;
Jasa Raharja, Pajak, KIR dan lain-lairnya; ‘

t. menyelengqgarakan dan menqgurus tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan
dinas dilingkungan Sekretariat Daerah; {

u. melakukan pembinaan teknis terhadap para Pengemudi kendaraan dinas dnllngkungan
Sekretariat Daerah;

v. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

¥

/,..\ ~ Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Protokol

Pasal 31

(1) Sub Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2) Sub Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha
Kepala Daerah, lingkungan kantor pelayanan urusan keprotokolan dan perjalanan dmas.
- pimpinan, pegawai dan tamu Pemerintah Kota Padang.
'“ (3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Protokol sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
R a. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan pot
dengan tata usaha Kepala Daerah dan keprotokolan; S
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaa, pedoman dan petunjuk teknis dlbldang
tata usaha pimpinan dan Sekretariat Dazrah serta keprotokoian; ‘
c. melakukan kegiatan administrasi merierima, mencatat dan mendistribusiken  surat
masuk sesuai dengan sasarannya;
LY d. melengkapi kebutuhan kelengkapan administrasi tata usaha Kepala Daerah dan Wakll
™ . Walikota serta Sekretaris Daerah;
e. menyelesaikan administrasi urusan perjalanan dinas;
f. mengelola urusan pelayanan tamu Pemerintah Daerah; o
g. mengkoordinii pelaksanaan upacara-upacara hari-hari- besar Nasional, acara-acara, P
rapat-rapat, pertemuan lainnya termasuk yang dilaksanakan pada Rumah Dinas'
jabatan Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Parzgraf 3
Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

Pasal 32

(1) Sub Bagian Sandi dan Telehomunikasi dlplmpln oleh secrang Kepzla Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab llepada Kepala Bagian. :
"~ (2) Sub Bagian Sundi dan Telekomunikasi mempunyai: tugas melakukan urusan penerimaan -
dan pergiriman sanrdi serta telekomunikasi , tata usaha sandi dan telekomunikasi serta’
pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi.
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s )

‘0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
i

(2) sebagai berikut: )

a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan bidany Sandi dan Telekomunikasi;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidarig sandi dan Telekomunikasi;

C. menginvestarisasi permecalahan-peimasalahan yang berhubungan dengan bidang
sandi dan Telekomunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan jaringan Telekomunikasi.
Pemerintah Daerah; ' ‘ ‘

e. melakukan pencatatan segata kegiatan persandian dan telekomunikasi; b

f. menyusun dan menyimpan data personjl, materiil serta inventarisasi data Iainnyz'; dari
seluruh jaringan sandi dan telekomunikdsi Pemerintah Daerah; n -

g. membantu usaha-usaha pembinaan dan peneingkatan kemampuan personil 'serta
kesejahteraan personil sandi dan telekomunikasi;

(3) Uraian tugas Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

h. melakukan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil serta '

materil Sandi dan Telekomunikasi;

i. memelihara, menyimpan, mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta

mengembangkan sistem dan alat-alat szfmdi; :

). mengamankan operasi dan keamanan pesawat diseluruh jaringan yelekomunikasi
Pemerintah Daerah; ‘

k. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;

l. mengatur jadwal kerja an mengawasi kelancaran para petugas/eperator radio
telekomunikasi dan telek selama 24 jam;

m.melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram, baik yang diterima maupun
dikirim dari Propinsi dan Pusat;

n. membantu pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang akan dikirim
melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sanjii;

+

- ' "
Bagian Kesebelas
Bagian Organisasi

Paragraf 1
Sub Bagian Kelembagaan

Pasal 33

Kelembagaan Perangkat Dzaerah. .

(3) Uraian tugas Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. menyumprlkan data dan bahan yang berhubungan dengan pembinaan Kelembagaan;
b. menyiapksn bahan yang berhubungan dengan penyempurnaan, pengembangan,
pembentukan dan penghapusan Kelembagaan;

menyiapkan padoman yang berhubungan dengan petunjuk penataan Kelembagaan;

. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

=Nl

evaluasi;

g. melaksanakan penyimpanan berkas 3kerja, ‘bahan Kelembagaan sesuai keteqtuan-

ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikaj oleh atasan.

20
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(1) Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
" dan bertanggung jawab kepatia Kepala Bagian. .
(2) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiankan bahan penataan dan pembinaan

. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis Kelembagaan; e - J- -
memonitor fungsi Jabatan Struktural, wewenang dan beban Organisasi sebagai bahan'
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Paragraf 2
Sub Bagian Ketatalaksanaan

Pasafl 34 ' {

!

(1) Sub Bagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 1

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunya’ tugas menyiapkan bahan perumusan: dan |
peényusunan serta pembinaan di bicarg Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta
pengadministrasiar- pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a.
b.

C.

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungar, .

dengan bidang Ketatalaksanaan;

menyiapkan bzhan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk. teknis dibidang
Ketatelaksanaan; '

menginventarisasi permasalanan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

. menghimpun, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk dan pedoman

kerja dan bahan-bahan lainnya dibidang tata kerja dan prosedur kerja, sistem kerja
dan metode keria;

- mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang pengembangan

prosedur dan tata kerja;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan peturijuk teknis tentang pembakuan
prosedur dan sistern keria;

perlengkapan, tata ruang dan tata naskah dinas;
teknis Pelayanan Umum;

mergumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan
prgram kerja suatu unit;

). menyiapkan bahan tentang pelaksanaan Kkinarja Instansi/Unit Kerja;
K.
l. melaksanakan koordinasi teknis dengan Instansi Pembina LAKIP dan melayani tugas

menyiapkan pedoman tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan kineria;

pembinaan LAKIP; .

m.menghimpun dan mengadministrasikan rencana dan Laporan Kinerja Instansi-

n.
0.

p.

- dilingkungan Pemerintah Dacrah melalui pembinaan kinerja aparatur; ;
. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kinerja Unit Kerja dan Instansi Pemerintah;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. |

Pemerintah; ‘ .

mempelajari dan mendokumentasikan ketentuan dan norma pengukuran kinerja;
menyiapkan keperluan pertemuan teknis LAKIP dan menyusun Laporan; ‘ ;
melakukan usaha untuk. meningkatkan kemampuan prestasi para pegawai

melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan kinerja sesuai deliman f’;‘
ketentuan yang berlaku; ! :

*

! 1
' i

Paragraf 3
Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur

Pasa? 35.

(1) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur dipimpin olehs eorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. . |

(2) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur mempunvai tugas
melaksanakan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan serta Pendayagunaan.
Aparatur Negara. .

(3) Uraian tugas Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur sebagaimana
dimaksud ayat (2) adalah : ; . N '
a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Analisis Jabatan;

b.

menyiapkan bahan tentang petunjuk peléksanaan penyusunan Informasi Jabatén;
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- mengumpulkan dan mengolah data dalem rangka penyusunan standarisasi’

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan'




»

~

. -

{

‘ . !
| {

C. menyiapkan pedoman tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Informasi Jabatan;

d. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan
Analisis Jabatan;

. mengumoulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Standar Kurnpetensi Jabatan;

f. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan Analisis Jabatan sesuai
ketentuan yang berlaku; :

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
Pendayagunaan Aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

.

Bégian Kéduabelas
Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

Paragraf 1
Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan

Pasal 36 |

(1) Sub Bagian Analisa Kebutuhar: dan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian ~nalisa Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan
dan informasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan serta menilai
mutu perbekalan, melakukar tender dan pembelian perlengkapan dan perbekalan
Pemerintah Kota Padang.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Analisa Kebutuhfan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat
(2) adalah : ‘

a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
* berhubungan dengan bidang Analisas Kebutuhan dan Pengadaan Perlengkapan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan; pedoman dan petunjuk- teknis di— = =

bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Perlengkapan;

C. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Perlengkapan serta menyiapkan bahan .petunjuk
pemacahan masalah; ! .

d. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang,
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o

e. mengikuti perkembangan dan mengumpulkan informasi harga serta menilai mutu
perbekalan dalam rangka penyediaan dan pngurusan data barang dan harga yang’

. diperiukan; ' o

f. menyiapkan hahan dalam rangka penyusunan progam pangadaaqn prasararia fisik
pamong praja;

g. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; '

. melakukan evaluasi harga dan mutu ba;rang;

menyusun daftar rekanan mampu yang telah lulus pra kualifikasi;
mengumpulkan, meneliti penawaran harga dan mutu perlengkapan dari rekanan
Pemerintah Daerah; ’

i

>

-

k. mengikuti pelaksanaan pelelangan pérlengkapan dan bangunan yang dilaksdnakan™ "~ "1

Pemerintah Daerah melalui panitia pembelian; ‘ L

I. melaksanakan pengendalian pengadaan barang dan pekerjaan pembangunan yang
dilakukan Pemerintah Daerah; . .

m. menyiapkan bahan dalam rangka pembelian dan pelaksaan pekerjaan pembangunan
prasarana fisik Polisi Prarong Praja; :

n. melaksanakan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan
pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

0. melaksanakan tugas !ain yang diberikap oleh atasan.
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Paragraf 2
Sub Bagian Asset Daerah

!
~ Pasal 37

(1) Sub Bagian Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dlbawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Asset Daerah mempunyai tugas melakukan administrasi pemeliharaan,
penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah/asset daerah.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Asset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
a. menyusun pedoman, perkembangan, evaluasi dan penilaian asset daerah;
b. melakukan pemeliharan dan perawatzn barang-barang bergerak dan tldak bergerak

milik daerah; )

¢. melakukan penelitian secara fisik terhaqap status -barang investarisir dan perubahan
status baranq investarisir;

d. menghimpun dan meneliti data inventarisir barang-barang baik bergerak maupun, tldak

bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemeiintah Daerah;
e. menyiapkan konsep surat Keputusan tentang Penghapusan Barang;

memproses dain melakukan penghapus(l‘.n sesuai dengan ketentuan dan p,osedur yang
berlaku;

g. melaksanakan tugas lain yang dinerikan oleh atasan.

Th

Paragraf 3
Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan

Pasal 38

(1) Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan
yang berada dibewah dan bertaniggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2) Sub Bagian Pendistribusiar, dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penerimaan,

penyimpanan, pengendalian, pendistribusian barang daerah, pemanfaatan dan pelaporan
barang daerah.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan sebagaimana dlmaksud ayat9

(2) adalah -

i
a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang’

berhubungan dengan bidang penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
b. menyiapkar behan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dlbldang
penyimpanan da distribusi perlengkapan;

€. menginvestarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang

penyimpanan dan distribusi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan hahan dalary rangka pembuatan berita acara peameriksaan, penerimaan,

penolakan pengeluaran harang-barang dan tata administrasi gudang;

e. mencatat dan mensistematisasikan dalam bentuk kartu kendali gudang berdasarakan'

Surat Perintah Pengeluaran Barang ( SPPB);

f. menelit, memeriksa barang-barang yang akan dikeluarkan dari gudang berdasarkan

SPPB;

g. melakukan pemeriksaan barang untulr pencocokan data yang ada dalam persedlaan, |

termasuk barang-barang yang berada yang-berada di gudang;

h. menyimpan barang di tempat tertentu menurut berat, ukuran, 1ems, s:fat serta.

frekwansi penggunaarnya; ‘
i. melakukan penatausahaan setiap ke|uar masuk barang dari gudang; o

j. menyiapkan kelengkapan Dokumen/Surat-surat atas barang-barang yang akan

didistribusikan;

. k. melakukan pendistribusian kepada masmg masing unit pemakai sesuau dengan

kebutuhan dan permintaan;
I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 12 Tahun
2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dinyatakan dicabut dan

lidak berlaku laqi.

Pasal 40 ,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan, .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
dengan penempatannya dalam Lembaran Da

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 OxToser 2004

emerintahkan pengundangan Keputusan |n|

1?:;\h Kota Padang.

SEKRETARIS DAERAK KOTA PADANQ

PEMBIN K.I.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 35

ey
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Ditetapkan di Padang

pada tanggal

2?’ OKTOBER 2004




